
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SEU!.TAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 26 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEU!.YANAN KESEHATAN PADA DINAS 

KESEHATAN DAN JARINGANNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Pemermtah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan 
Jaringannya menyelenggarakatf' pclayanan kesehatan, 
pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehmgga 
perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta 
pembrayaan yang memadoi, 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Umt 
Pelaksana Tekms Rumah Sak1t Pratama pada Dmas 
Keschatan Kabupaten Pinrang, Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 ten tang Retnbus1 Pelayanan 
Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya perlu 
diubah dan diunjau kembali, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapk.an Peraturan 
Daerah tcntang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pin rang Nomor 26 Tahun 2011 ten tang Retribusr 
Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan 
Janngannya. 

I. Pasal 18 ayat (6) 
Undat g· "t"Dasar 

Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang No r 9 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undafti-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia J 



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

8. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.a.ng 
Pcngclo\aan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerint.ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pembcrian dan Pcmanfaat.a.n Jnscntif Pemungutan 
Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemennt.a.h Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pokok·pokok Pengclolaan Keuangan Daerah 
Kabupatcn Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Ko.bupnten Pinrang Nomor 295); 

13. Peraturan Oaerah Kabupo.ten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
{Lembo.ran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembo.ran Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 
418). 

Dengan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PJNRANG 

BUPATI PINRANG 

Ml!:MUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 26 
TAHUN 201 l TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN 
JARINGANNYA. 

) 



Pa,aJ I 

Bebcrapa ket.entuan dalam Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 26 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pclayanan Kesehatan pad a Dinas Keschatan dan 
Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 365), diubah sebagat 
benkut: 

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 13 dmbah dan diantara angka 13 
dan angka 14 Pasal 1 d1tambahkan 1 {satu] angka yakni angka 13a, schingga 
berbunyi sebagar bcnkut: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa,al I 
Dalam Peraturan Oacrah ini, yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pcmcrintah Oaerah adalah Bupeti sebagat unsur penyelenggara 

Pcmenntahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupatr adalah Bupati Pinrong. 
4. Dinas Kesehatan dan Jarmgannya adalah Dinas Kcsehatan beserta unit 

pelayanan kesehatan lamnya yang membenkan upaya pelayanan 
kesehatan dasar kcpada masyarakat 

5. Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Pinrang. 
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap oro.ng htdup produktif secara sosial dan ekonomis. 
7. Upaya Keschatan adalah sctiap kcgiatan untuk memelihara dan 

menmgkatkan kesehata.n yang drlakukan o\eh Pemerintah dan/atau 
masyarakat. 

8. Tenaga Keschatan adalah sctiap orang yang mengabdikan din dalam 
bidang keschatan serta memiliki pcngeta.huan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan dt bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

9. Jamman Pcmeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah suatu cara 
penyelenggaraan pemehharaan kesehatan yang paripuma berdasarkan 
asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan 
dengan mutu yang Lerjamin scrta pembiayaan yang dilaksanak.an sccara 
praupaya. 

I 0. Sarena Kesehatan adalah tern pat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan. 

l l . Biaya Pelayanan Keschatan adalah seluruh biaya yang dibebankan 
Kepada Orang/Pasien yang meliputi biaya admuustrass, pcmeriksaan, 
perawatan dan pengobatan, jasa medrs dan para medre serta penggunaan 
sarana den prasarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah. 

12. Tarif ado.lah nilai nominal dalam rupiah yang ditetapkan pada sctiap 
Pelayanan Kesehatan. 

13. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya discbut 
Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis kesehatan yang melaksanakan 
upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi Promotif, Prevenuf, 
Kuratif dan Rehabilitatif kepada Masyarakat 

13a. Rumah Sakit Pratama Bungi yang selanj,.nnya disingkat RSP Bungi 
adalah rumah sakn umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pe\ayanan kesehat.an dasar yang tidak membedakan kelas perawatan J dalam upaya menjamin pemngkatan akses bagi masye.rakat de.lam rangka 



penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberi 
pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pe\ayanan rawat jalan dan raw at 
inap. 

14. Pasien adalah eenap orang yang datang ke sarana kesehatan pemerintah 
untuk mcndapatkan pclayanan kcsehatan. 

15. Puskesmas Pembantu adalah Umt sarana pclayanan kesehatan yang 
membantu Puskesmas untuk melaksanakan tugas dalo.m wilayah 
tertentu. 

16. Puskesmas Keliling adalah Upaya Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga 
Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (Empat), Kendaraan 
Roda 2 (Dua) a tau sarana transportasi lamnya ke Lokas.i/ Dae rah yang 
jauh dari sarana Pelayanan Kesehatan yang bertujuan mendekatkan 
Pclayanan Kesehatan kepada masyarakat. 

J 7. Pclayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, 
pengobatan, perawatan dan pemeriksaan Jaboratonum atau pemenksaan 
Kesehatan \ainnya pada sarana kesehatan milik pemerintah. 

18. Pclayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kcpada Pasicn untuk 
pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan 
Kesehatan Jainnya tanpa ruang rawat map 

19. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus 
diberikan segera untuk mencegah/menanggulungi rcsiko kematian atau 
cacat 

20. Pclayanan Rawat !nap adalah Pclayanan kepada pasicn untuk observasi, 
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan 
Kesehatan lainnya dengan inap. 

21. Pclayanan Medik adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan 
oleh dokter dan dokter gigi. 

22. Pclayanan Paramedis adalah Pclayanan terhadap pasien yang dilakukan 
oleh Perawat, Perawat Gig1 dan Bidan. 

23. Pdayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan 
diagnosis dan terapi. 

24.Jasa Pelayanan adalah lmbalan yang diterima oleh Pctugas Kesehatan 
dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visitc, 
rchabilitasi medik, dan pelayanan lainnya. 

25.Jasa Sarana adalah lmbalan yang diterima olch Puskesmas dan 
Jaringannya atas pemakaran sarana dan prasarana serta rasilitas 
Puskesmas dan Jarmgannya 

26. Retribusi adalah Punguum dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tcrtentu yang khusus drsedtakan dan/atau diberikan oleh 
Pemenntah Dacrah untuk kepenungan orang pribadi atau Sadan 

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dae rah berupa usaha dan pelayanan 
yang mcnycbabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapal dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

28. Wajib Retribuer adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut 
Peraturan Perundang-undangan rctribusi diwajibkan untuk melakukan 
pcmbayaran retribusi, termasuk pemungut atau pcmotong rctnbusi 
tertentu. 

29. Masa Rctribusi adalah suatu jangka waktu tcrtcntu yang mcrupakan 
batas waktu bagi wajib rctnbusi untuk memanfaatkan jasa Pcmcrintah 
Dacrah. 

30. Surat Ketctapan Rctribus1 Daerah, yang se\anJutnya d1smgkat SKRD, 
adalah Surat kctetapan relnbusi yang mcnentukan besarnya jumlah 
pokok rctribusi yang terutang. 



3l. Surat Kctetapan Rctribusi Dacrah Lcbih Bayar, yang sclanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat kctctapan yang mcncntukan jumlah 
kclcbihan pcmbayaran rctribusi karcna jumlah krcdit rctribusi lcbih 
beaar daripe.da retribusi yang tcrutang atau seharuenya tidak tcrutang. 

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk mclalrukan tagihan rctnbusi dan/atau sanksi 
admiruatrasi bcrupa bunga dan/atau dcnda. 

33. Surat Kcputusan Kcbcrat.an adalah Surat kcputusan atas kcbcratan 
tcrhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang 
diajukan olch WO.Jib rctribusi. 

34. Pcmcriksaan adalah scrangkamn kcgiatan untuk mencari, 
mcngumpulkan dan mcngclola data dan/atau kctcrangan lainnya dalam 
rangka pcngawasan kcpatuhan pemcnuhan kcwajiban rctnbusi dacrah 
bcrdasarkan Pcraturan Pcrundang·undangan rctribusi dacrah. 

35. Pcnyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusr Dacrah adalah scrangk.aian 
tindakan yang dilakukan olch Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Srptl yang 
sc\anjutnya discbut pcnyidik untuk mcncari scrta mcngumpulkan bukti 
yang dcngan bukti itu membuat tcrang tindak pidana dibidang rcuibusi 
dacrah yang tcrjadi scrta mcncmukan tersangkanya. 

2. Kctcntuan Pasal 4 diubah, sehmgga bcrbunyi sebeger bcnkut: 

Pasal 4 
Jcnis pelayanan dan jcnis sarana dan prasarana bagi orang/pasicn pcscrta 
Sadan Pcnyclcnggara Jamman Sosial Kcschatan, akan drtentukan 
bcr<lasarkan kctcntuan Pcraturan Pcrundang-undangan. 

3. Kctcntuan ayat (I) Pasal 9 diubah, schingga bcrbunyi scbagai bcrikut: 

Pasa\ 9 
( I) Objek Rctribusi adalah pe)ayanan kcschatan yang mcliputi: 

a. pelayanan kcsc:hatan di RSP Bungi, 
b. pelayanan kcschatan dr Puskesmas; 
c. pclayanan kcschatan dr Puskcsmas Pcmbantu; 
d. pclayanan kcsc:hatan di Puskcmas Keliling; 
e. pclayanan kcschatan melalui sarana kcsc:hatan Jainnya; 
f. pcngujian kcsc:hatan; dan 
g. pclayanan pcmcriksaan kualitas air 
kccuah pclayanan pcndaftaran. 

(2) Dikccualikan dari objek retnbusi pclayanan kcschatan adalah pelayanan 
kcsehatan yang dilakukan oleh Pcmerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta. 

4. Kctcntuan Pasal 41 dihapus sehmgga berbunyr sc:bagai bcrikut: 

Pasal 41 
Di ha pus 

5. Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskcsmas dan Jaringannya 
diubah sc:baga.ima.na tcrcantum pada Lampiran yang merupakan bagian 
tidak tcrpisahkan dan Pcraturan Daerah ini. 

l 



Pasal II 
Pcraturan Dacrah ini mulai bcrlaku pada t.anggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmcrintahk.an pcngundangan Pcraturan 
Daerah in, dengan pcnempatannya da!am Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

Pj. SEKRETARJS OAERAH KABUPATEN PINRANG, 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN PINRANGTAHUN 2018 NOMOR 

NOMOR REOISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR 



Pasal II 
Pcraturan Daerah ini mutai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

PJ. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

UD N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN P!NRANG TAHUN 2018 NOMOR 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR 



Pasal ll 
Peraturan Daerah ini mular bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembo.ran Daerah Kabupaten Pinrang. 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

Pj. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN P(NRANG TAHUN 2018 NOMOR 

NOMOR REG!STRAS! PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR 

• 



Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dsundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraturan 
Daerah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. 

LAM PA GI 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

PJ 'EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 

NOMOR REGISTRASl PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS] 
SULAWESI SELATAN NOMOR 

i 



I. TARW PENOl'JJLUf KESEHATAN 

ffO JEtnS KEOIATAN 
,,... JASA TAJUF SAJW<A PELAYAI'IA!f 

I Pen ·;an Keaehatan Umum 2 000 8.000 10.000 
2. �nguJian Kesehatan 2.000 5.000 7.000 

5drolah 
3. PengllJian Kesehatan C�= 2.000 13.000 15.000 

Pen11antin 
4. V11um el Refertum 2.000 13.000 15.000 
5. Pengujian Keaehatan Haji 5.000 25.000 30.000 

J'!I"" 
Pembagian Tarif di alas terdiri dari Jasa Sarana 50% (hma puluh persen] dan 
Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen) 

SV..M PATONANOl 



I. TARD' PElfGUJL\N KESEHATAN 

HO JElflS KEGIATAN JABA JABA TARI> 
SAIWIA PELA YANAN 

I. P,n lian Keschatan Umum 2 000 8.000 10.000 
2 Pengajian Kesehatan 2.000 5.000 7.000 

Sckolah 
3. Pengajian Kesehatan Calon 2.000 13.000 15.000 

Pen-ant in 
4. Visum et Rerertum 2.000 13.000 15.000 
5. Pengujian Keschatan Haji 5.000 25.000 30000 

J!!M-1 

pembagran Tari( d, atas terdiri dari Jase Sarana 50% lhma puluh pcrscn) dan 
Jua Pelayanan 50% {lima puluh penen) 

J 



I. TARD' PENGUJIAN KESEHATAlf 

KO .JEJ'i18 KEGL\TAlf 
JAS,\ JASA TARJF 

BARA!IA P.£1.AYAll'All 
l. P,n 'ian Kesehatan Umum 2.000 8.000 10.000 
2. Pengujian Keaehatan 2.000 5.000 7.000 

Sckolah 
3 pengujran Kesehatan Calon 2.000 13.000 15.000 

Pen -antin ,. V1sum et Refenum 2.000 13.000 15.000 
s. lr1��jian Kesehatan Haji 5.000 25 000 30.000 

Pembagian Tanf di ataa tcrdiri dari Jaaa Sarana 50% (lime. puluh persen) dan 
Jaaa Pelayanan 50% (lime. puluh pereen] 

J 
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